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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang
Penetapan Tim Penyusun Materi atau Panelis untuk Kegiatan Debat Publik atau
Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :

UU Nomor Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4880); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi UU (Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Rl Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); PKPU Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota(Berita Negara Rl Tahun
2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota(Berita Negara Rl Tahun 2020 Nomor 1067); PKPU
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun 2020 Nomor 201);
PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI
Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Rl Tahun 2020 Nomor 615); PKPU
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Rl Tahun
2020 Nomor 1068); KPT KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor NOMOR 272/PL.02.4-
Kpt/2102/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :
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